UES, 92434343, JAKARTA, 9 M EI 1963.-

MENTERT PEMERINTAHAN UMUM DAN G iOMuii DAERAH,

Viembac A i Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tang
gal 3. Desember 1962 ..,.9367/1 entang usul-pe=-
rubalian nama "Kutaraja" menjadl "Banda Aceh';

Yonimbang : bahws solaras dengan semangat rakyat Daerah Is—
tinows Acch untuk mengembalikan rasa kebesaran-
kebr.dadian rakyat, sudah sewaiarnya untuk meng
ganti nama "Kutarsia®, yang ditetapkan oleh pe-

merintah kolonial, dengan nama aslinya, vaitu

"Barnca l\ceh";

sengingat @ 1, Undang=undang No., 24 tahun 1956;
2. Undang~-undang No, @8 Drt tahun 1956;
MEMUTUSKAN :

Menetapkans I. ma “Kutaraja", ibukota Daerah Istimewa -~
Aceh, diubah men’ adi "Banda Aceh®,

11. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tang
gal itv “itetapkan,

111, Agar supaya setiap orang dapat mengetahui-
s, meoerintahkan penqundangan keputusan-
.ni dengan penempatan dalam Tambahan Lemba
van Negara Republik Indonesia.

urat keputusan ini disampaikan untuk die
tetahul kepada :

L. Perdana Menteri,

2, Menteri Pertama,

o. Semua Wakil Menteri Pertama,
‘s Sekretaris Negara,

“. Semua Menteri,

T, Semua Gubernur,

Uowan Pengawas Keuangan,

“. Penguasa Perang Tertingai,
“. lenguasa Perang Daerah Aceh.

-
!

MENTERI PEWERINTAHAN UMUM DAN
OTONOMI DAERAH

IPIK GANDAMANA,

Sts. (- /T1/5/73.



b AN ADMINISTRASI PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN PENGUNDANGAN DAN DOKUMENTASL

1105 fap - 35 r PROSES PENGGARAPAN R.P.P. TENTANG:

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DALRAH
TINGKAT II ACEH BLSAR DARI WILAYAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACLH KE
KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SLULI-
MEUM WILAYAH KABUPATEN DALRAH TING-
KAT II ACEH BLSAR.

1- PRAKARSA “
Departemen Dalam Negeri.

2- DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN . nrat Menteri No. Bkt.2/5/47.
CQ. SEKRETARIAT KABINET Tanggal : 4-10-1978, .

3- RANCANGAN P.P. I : Ada.
o . Ada.
et :
TNO%ES PENGOLAHAN SETKAB . 1. Menpan. No. B, 767 /I/Menpan /7/79. . i

Tanggal 27 Juli 1979.

2. Memo Karo Hukum dan PUU,No M/HKM/I1/280/ 4
1979, Tanggal 6 Oktbber 1979.

3 Memo. Seskab. No. M. 128 /Seskab/10/79,
Tanggal 9 Oktober 1979.

[ “
5- TANGGAPAN DEPARTEMEN . 1, Menko' Kesra.No,B 448/Set¥/Kesra/X1/1978.
W Tanggal 28-11-1978. &
® @2. HANKAM. No. B/4257/16/19/43/Set.Tg1 18-12~1978.

3. BBPPENAS No. 88/D.IV/1¥1979. Tgl 15-1-1979.
. 4, Menteri Keuangan.No. S-117/Nj. 011/1979, Tgl
13 Pebruari 1979.
5. Departemen Dalam- Negeri ., Blkt.2/4/27.
Tanggal 6 September 1979, W
6. Dirjen P, U, O, D, No.Bkt.2/6/26.Tgl 24-12 1979,

: PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TABUN 19,§,u

6~ SELESAI MENJADI +EUR
LN. NO. 04 : TLN. NO.
Ditetapkan ta + 11 Oktober 1979, .
Dxundangkan’ ggal 11 Oktober,1979.
L .- >
Lembaran Disposisi. ( Sampu}). ‘

7- LAIN - LAIN. i
z »
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Jakarta, 4 Oktober 1978

Jomor . Bkts 2/5/47. Kepada
_ flfaﬁ Yth., Sdr. Menteri Sekretaris -

Lampiran ¢ Negara

rerinal : Pemindanan Ibukota Salal 5 .
Kabupaten Dagpah ?laﬁu Anggota Lewan Per
Tinskat II Aceh Bg vimbangan Otonomi Daerah
gar.

S di JAKARTA.

.eaubunzan dengan surat Gubernur Kepala vaeran Isti-
rewa sceh tanggal 22 Pebruari 1978 No,460/1-93 tentang u-
=ul pemindanan Ibuxkota Ksbupaten vaerah Tingkat II Aceh
sesar, maka setelah diadakan penelitian bersama oleh De-
partemen Dalam Negeri dengan tihak Bappenas dan Ueparte-—
sen Fexerjaan Umum Cq. Direktur Jendral Cipta Karya,; ber-

: i ganmi monon pendapat Saudara mengenai usul pemin-
v, liukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ter-
SsLut untu< mendapatkan pengesuhannya yang diatur dalam
~cr.turan remerintah,

LctagZal behan pertimbungan untuk menyimpulxan penda—
-uara tercebut, dibawah ini kami wmenjelaskan seba-
i perigut

e nwoolud  YANS UIHADAPI.

Dalam rang<a memdbina dan menanggulangi pengembang
-n wilayah kabupaten Aceh Besar, diperlukan suatu pu-
sat pemerintahan Kabupaten yang aapat berperan dalam:

1. Penyelenygaraan pemerintahan daerah secara bernasil
-una dan berdaysa guna dalsm meningxatkan kese jahte-~
roan masyaracat didelam bidang sosial, ekonomi dan
pempangunan.

2, Fensempanian kKehidupan masyarakat dalam menghayati
den mengamalkan Pancasila dan U.U.D. 1945.

5, Pelaksanaan pembangunen perkotaan, pedesaan dan

wilayah
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wilayah secara menysluruh dan terpadu.

Oleh karena itu maka lokasi ibukota Kabupatsn

Dasreh Tingkat IT Aceh Besar yang berada dalam wilayah
Kotamsdyw Daerah Tingkat II Banda Aceh dirasakan seba
gdl suatu hambatan dalam usaha pelayanan umum dan pe=-
ngembungan wilayah Kabupaten Daeruh Tingkat II Acelk Bg
sar secara keseluruhun.

Selain darl pada itu, karzna lokasi ibukota Kgbupatan

vang sekarang, yaltu di Kotamadya Daerah Tingkat IT/A=-
ceh, tarletak ditepl bagian utara darl pada wilayah Ks
bupaten Dasrah Tingkst I[ Acah Besar, maka dalam usaha
untuk meratakan perkembangan dan keglatan pembangunan
Ke seluruh wilayah Kgbupatsn Daerah Tingkat II aceh Be
sar, diperlukan adanya suatu pusat wilayah atau pusat
pengembangan baru yang terlatak agak ke Selatan di te-
npah=-tengah wilayah Kabupaten Dasrah Tingkat II Aceh

Bes

ar tarsebut dan berjarak cukup jauh dari Kotamadya

Daerah Tingkat IT Banda Aceh.

A1 LD3A MaSA LAH,

1.

Agpek Ponygembanguan Wilayah,

Untuk maksud pemindahan ibukota terscbut, Pems
rintah Dagrah Tingkat I( Kabupatan Acah Besar telah
mengi4ddakan penelitian yang mendalam untuk mencari
lokasl calon ibukota Kabupatzn, diluar wilayah Kota
madya Daerah Tingkat IT Banda Aceh. Perlu kamli la=-
porkan puls bahwa dalam pelaksanaan psnelitian ter
s:but telah dilakukan konsultasi-konsultasi yang e=-
fektif dengzn pilhuk Direktorat Jendrsl P.U.0.D, Cq.
Lir.Ktorat Perigembangan Perkotaan di lapangan pmau-
pun di Dapartemen., Haslil-hasil darl pada penelitian
untuk mencari lokasl calon ibukota tarsebut dituang
kan kedalam Buku Penelitian Pendahuluan Penentuan
nota ibukots Kabupatsn Daeraeh Tingkat II Aceh Besar
sebugalmana tarlampir yang telah pula kami konsulta
5i%an dan diskusikan dengan pihak-pihak BAPD? JNA3,Cq.
3iry isik & Tata Ruang dan Departemen 2ekerjaan U=
mum, Cq. Direktorat Tata Kota & Tata Daesrah, Dit.Jen
cipta Karya.

Dimans Rencana pemindahan lokasi Ibukota Kabu=-
paten Dasrah Tingkat I[ Aeceh Besar dari Kotamadya
Daerah Tingkat I[ Banda Aceh ketempat 1lain dika
wassn Kabupat:n Aceh Besar adalah sesual de -
n-an  t3aha penitzkatan paranan Ibukota Kghupatin

siebagal

-



setagal pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi
dan pembangunan,

Adapun lokasi calon lbuxota sabupaten yang diha
Silkan oleh Penelitian tersebut adalah : Kemuximan
vantnol, Kecamatan Seulimeum, Pemilihan loksasi di-
Jantnoi tersebut didasarken pertimbangan-pertimbang-
an bahwa :

as Janthol merupakan loxasi yang stratezis calam pe-
laksanaan pembinaan wilayah karena letaknya ada-
lanh ditengah-tengan wilgyah Kabupaten laerah Ting
kat II Aceh Besar.

b. Jarak dari Bande Aceh sejauh 52 Km, yaitu Jarak
yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengem-—
bangan baru.

C. hlempunyai daeral pelakang yang sangat potensiil ,
yan; merupakan sebagian besar dari Sub wilayan
Pembangunan IV Laeran Istimewa Aceh, yanz melipu-
ti Kabupaten Daerah Tingxkat Ll Acen Besar, Kabupa
ten Daerah Tingkat LI Pidie, Kotamadya Banaa Aceh,
Kotamadye Sabang dan sebagian wilayah Kabupaten
Saerah Tingkat II Aceh Barat.,

d. Cukup dexat dengan Pelabuhan Krueng Raya yang me-
rupakan Pelabunan export bagi selurun wilgyah Dae
rub Istimewa Aceh, yaitu sekivar 50-70 Km, yaag a
can dapat ditempuh dalam waktu 1 - 1,5 jam,

vl Pembiayaane

lleskipun dalan penentuan lokasi Ibtukota telah

ul lagukan penelitian yang cukup baik, namun dalan
rungka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerash Tingkat II
acein Besar ini perlu pula dipertimbangkan faktor ke
mampuan keuangan ¢eri Pemerintah Daerah Tingkat II
Kabupaten iceh Besar. Untuk melskukan Pembangunan

rasarana r'icik pemerintshan, yang pada pokoknya meli
»utli bangunan-bangunan seperti Kantor Pemerintah Dae-
rah, Rumah Dinas Bupati, Gedung D,P.R.D., Kantor Di-
nac Daersh serta aparat-aparat Pemerintah Daerah lain
nys,disamping kantor instansi-instansi vertikal *%ing-
£at Kaﬁupateninaupun prasarana kota lainya,seperti:jalan

Jalanges
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Jalan perumahan,fasilitas pelgyensnumun dan lain-lain.,
Oleh karena pada dusarnya pemindahan Ibukota Kabupa
ten merupakan urusan otonomi daerah, maka seyogya -
nya biaya-biaya yanz diperlukan untuk pembangunan -
prasarana fisik tersebut diatas dapat disediakan o-
leh Pemerintah Daerah sendiri,

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka
harus dilihat setegian besar kemampuan Pemerintah -
Duerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar untuk menye-
disxan dana pembengunan dalam usaha untuk memiadah-
kan Ibuko*a Kabupeten ke lokasi yang telah ditentu-
kKan.,

Adapun gamberan perkembangan realisasi pendapat
an daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar =
(tidak te:masuk cena-dana Bantuan Pembengunan) un-

Tuk 4 tahun terakhir terdapat pada tabel berikut i-
nl 3

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kabupaten Daerah’ Ting
kat IT Aceh Besar.
(Dalam c(utaan Rupiah),

—— s

—— e —— ——

, Pendapatan ¢+ Pendapatan ¢ Pendapatan :

* Dari Negayra : Rutin H Pembangun&n:Jum%ah

e —— T . e T, o T o e e S S i i T —— T — ——— o —

- ——

1974/1975
1975/1976
1972¢ /1977
1977/1978

—— i ———— T —— —_—— ——

Rpe 2 % % Fbs t % 1 Rpe 2 % ¢

$ 230,95 84,5 ¢ 21,4 : 7,8 : 21,0 ¢ 72,7 ¢ 272,9
I 350,35 $ 83,6 ¢ 29,7 ¢ 7,6 ¢t 10,7 ¢ 2,8 3 390,7
: 418,5 : 84,7 ¢ 68,6 3 13,9 2 7,3 : 1,4 3 494,3
2 548,4 3 83,3 3 68,9 : 10,5 : 41,1 ¢ €,2 3 658,5

Pada tabel %tersebut terlihat bahwa pendapatan dasrah
sendiri (ruvin dan pembangunan) terus meningkat, ba-
ik dalam jumlah mutlak maupun dalam prosentasenya, -
meskipun penerimaarn dari Negara yang merupaksn bagi-
an terbesur dari pendapatan daerah tersebut (berupa-
ganjaran dan subsic: per imbangan keuangan) juga me =
ningkat ‘jumlahnya.

Demikian juga dengean kemampuan penyediaan dana pem=
bangunan, kelihatannya cukup meningkat pula. .

Selaig




Selain sumber pendapatun aseli Daerah, maka dapat dipergu
nakuan pula dana-dana bantuan pembangunan dan dana-dana hg
81l penjualan tanah dan bangunan kantor-kantor Pemerintah
Daerch Tingkat II Kabupaten Aceh Besar yang ada di Banda
nceh, Adapun bantuan-bantuan pembangunan yang didapat o =
leh remerintah Daerah Tingkat II Kabupaten iceh Besar se-
lama ini adalah :
Inpres Kabupaten, Inpres bekolah Dasar, Inpres Sarana Ke-
sehatan, Inpres Desa, dana-dana Instruksi Gubernur, dan
proyek prasarana fisik pumong praja, yang gambaran perbap’
dingunnya adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut
ini,

Tabel 2, rerkembangan jumlah Bantuan-~bantuan Pembangunan untuk Ka=
bu.wten Daerah Tingkat II Aceh Be¢sar (Dalam Jutaan Rupiah),

TAllUN ANGGARAN

[

1974/1975 | 1975/1976 ! 1976/1977 ! 1977/1978
Kot % 1 B o%¥ ot Bo% 1 Wl %

1. Inpres Kubupal! 57,7t 36,6 | 83,2! 28,1! 87,9 ! 18,8! 92,8! 17,2
ten ! ! ! 1 i 1
2. Inpres L.D. ! 52,50 20,6 ! 74,51 25,1! 83,0

By Ede wedls 1 CTHETY W9 1 BALTY 11,7V 41,6

17,71130,7! 24,3
8,9! 24,5! 4,6

sme  ewm  gan sam

o Inpres coin 4 B9,78 37,9 L 89,51 30,21198,9 ! 42,51232,11 43,1

5. Ingub, ! - | - P 14,40 4,91 15,2 ¢ 3,2! 40,01 7,5

€. © Lo L !' = ! = ! 8,31 18! =« | =

7. FPOYER 1 Pmng ! - ! - ! - ! - ! 33'4 ! 7'1! 17.81 3,3
Tallu £ od s ! ! ! ! ! ! ! l

Junl - n !157,6! 100 !266,3! 100 1468,3 ! 100 1537,9! 100

cewutloen untus wernoncch khomaapuan pewbangunan Femerintah
w.er.h, Kirany. daput dipergunaken pula dana-dana hasil
Fetigaclun tenegh dun bungunun milik Fewerintah Laerah Kaby
p=ten Jingkat LL acch Besar yung beradua di Kotamadya Ban~
da kceh, yeng sementurs ini belum daput diperkirakan be-
sernyu karens belum Jelesrye peruntukkan plinclogis tanah
dimana bangunsn tersctut berada, namun demikian hal terse
but Jugue merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerin -
t.ih Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar telah pula mep
perkirakan kebutuhan-kebutuhan yang pokok untuk pemindah-
N Loukotu aabupiten tersebut, antara lain sebagal beri-
Kut :

2. Pembebagan
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tembebasan tanah : karena tanah di lokasi yang dite=-
tapkan merupakan tanah negara, maka tidak diperlukan
Liaya pembebasan tanah.

Fembangunan 300 buah rumah pegawai : untuk para pega
wal disediakan 3C0 kapling secara cuma--cuma, sedang
Kan untuk pembangunan rumahnya diharapkan bantuan da
ri Perumnas dan Lembaga-lembaga perkrecditan,

Fembangunan 9 Kantor Otonom dan 6 Kantor Instansi -.
vertikal :

Sumber biaya dari hasil penjualan tanah dan bangunan
kantor masing-masing Instansi/Dinas yang sekarang a-
da di Banda Aceh.

Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah dan Gedung DPRD,
dengan perkiraan biaya Rp. 200 juta : sumber biaya
dari penjualan tenah dan bangunan kantor sekarang ,
yang diperkirakan sebesar Rp. 30 juta, serta ﬁiharan
kan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pe-
merintah Pusat.

Pembangunan Pendopo Kabupaten dengan biaya Rp. 40 Jju
ta : Sumber biaya dari APBD Kabupaten serta diharap-
ken bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dage
rah Tingkat I.

Pembangunan Jjaringan jalan dalam kota terpanjang 15-
Km dengan biaya Rp. 50 juta : sumber biaya diharap -
kan dari bantuan Pembangunan Pemerintah Pusat (In -
pres Kabupaten), Pemerintah Daerah Tingkat I, dan -
«~1'BD Kabupaten.

Pembangunan sebuah SMFP dan sebuah SMA : telah dijan-
Jikan dari Jjatah Perwakilan Departemen P dan K Kabu-
paten Aceh Besar,

Pembangunan 2 buah S.D : dari dana Inpres sekolah Da
sar.

Fembangunan 1 buuh Puskesmas : dari dana Inpres Kese
hatan.

Fembangunan sebuah Pasar Induk : dari dana Inpres Pa
sar.

k. Pemgﬁgggnan
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k. Pembungunan Instalasi listrik : telah dijanjikan oleh kantor
wilayzh PLN Aceh,

Dengen demikian maka biaya kontan yang dibutuhkan diharap
Xan untuk :

(1). Gedung Pemerintah Daerah Rp. 200.000,000,~-
(2). Fendopo Kabupaten Rp. 50,000.000,~
(3). Jaringan Jalan Rp. 40,000,000,

KLoIMiULLN,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ma
ka setelah diperoleh pendapat dari pihak BAPFENAS dan Depar%e-
men Peaerjaan Umum c.q. Direktorat Jendral Cipta Karya, perke-
nankunlah kami menyimpulkan bahwa ¢

1. Dilihat dari aspek pengembangan sub wilaysh pembangunan IV
Propinsi Aceh dan khususnya wilayah Kabupaten Aceh Besar,
mei: peneliticn lokasi di Janthol, Kecamatan Seulimeum seba
gal calon Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar
yunZ baru diperkirakan akan dapat merangsang dan mendukung
vembanzunan Daerah Fedesaan dan Perkotaan dari wilayah-wila
yoi tersetut, Oleh Kaurena itu maka kami berpendapat bahwa
iencatuan lokasi tersebut adalzh alternatip yang paling baik
dibirdingkan cengun alternatip-alternatip yang lain,

do <el.in itu, oleh karena pada saat ini penduduk di Kabupaten
7o Tingket II .ceh Besar masih terlulu sedikit dibanding
c.odongun luts wilayzhnya dan  penduduk yang ada  tersebut
oerxelompok (terkonsentrasi) didaerah atau kota-kota pantai,
nolkn pemindahasn Ibukota Kabupaten ketengah-tengah wilayah
i_-Luraten Deerrh Tingkat II Aceh Besar (di pedalaman) akan
d: ot menciptekan suatu simpul / pusat pengembangan baru un-
tus Lengurengl pengelompokan dan pemusatan penduduk didaerah

; =Ll serta mengurahkun pengelompokan penduduk tersebut se-

~ oA

(34 t'] :.—J fer:a ta .

Lt

o wmlaln itu, dilihat dari aspek pemerintzhan, karena lokasi
vanihol tersebut adalezh kira-kira ditengah-tengah wilayah Ka
bunaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, maka lokasi Ibukota Ka
wuten tersebut memurgkinkan lebih lancarnya pembinaan Peme
rist en don pemboanguran di seluruh Kabuputen Daerah Tingkat
I1 ..ceh Besar,

e -a0li,oN Kemampuan Xeucngan yang ada sekarang, diperkirakan
cembongunan Ioukota Kubupaten Daerah Tingkat ITI  Aceh Besar
Viadls, boru secara lengkzp akan diselesalkan dalam waktu anta-
ra 5 - 10 tzhun, dengan mengarahkan segala dana-dana yang.
tersediz, maupun yung diperoleh dari pendapatan'asli

Daerah
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Daerah, Bantuan dan subsidi Pemerintah Pusal maupun dari
Proyek sektoral termasuk prasarana fisik Panong praja.
Pembangunan kota baru ini selain askaa dapat merangsang
pertumbuhan daerah, diharapkan skan lebih meningkatkan
pemungutan pajak den retribusi, maka diharapkan pendapat
an daerah juga bertambah besar, sehingga waktu pembangun
an bise menjadi lebih singkat.

Usaha untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Azeh Besar ter
sebut telah diproses dari bawsh, dalam arti bahwa pemin
dahan Ibukota Kabupaten tersebut merupakan xehendak dari
pada Pemerintah Daeraeh Tingkat II Kabupaten Aceh Besar
termasuk DPRD-nya dengan dukungan politis dari masyara -
kat Kabupaten Aceh Besar, dan telah pula meadapat perse-
tujuan deri Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dimana hasil penelitian penentuan lckasi calon lokasi Ibu
kota Kabupaten Aceh Besar telah puls dikonsultasikan dan

di diskusikan bersama pihak-pihek Departemen Pekerjaan U

mum dan BAFPENAS, dimana telah berpendapat tidak berkebe

ratan dan menyetujui pemilihan lokasi di Janthoi sebagai

lokasi terbaik bagi calon Ibukota Ksbupaten Aceh Besar,

Sebagel bahan penelaahan Saudara, bersama ini kami sam

paikan pula Rancangan Peraturan Pemerirtsh tentang pemindah
an Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wila

yah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Janthoi. di Wi

layah Kecamatan Seulimeum di Kabupaten Daereh Tingkat II A=
ceh Besar.

Oleh karena lajunya pembangunan di Wilsyah Kabupaten

Daereh Tingkat II Aceh Besar yang menimbulkan permasalahan—
permasalahan yang memerlukan penanganan segera oleh Pemerin
tala Daerah Tingkat II Aceh Besar maka kami mengharapkan ki-
ranya pendapat Saudara tersebut dapat kami terima dalam wak
tu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara Menteri,-

MENTERI DAIAM NEGERI

OTONOMI DAERAH,
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XTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

Jakarta, /& Deseibar 1978.

Nomox
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

v

f 8/yasp/1t J19)y3/eet " Kepada

: Pemindahan Ibu Kota Kabu-
paten Daerah Tingkat II

Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri/
Ketua Dewan Pertimbangan

Aceh Besar.-
Otonomi. Daerah. }
di -
Jakarta.
1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : BKT.2/5/44 tanggal &4

Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat, de-
ngan ini disampaikan pernyataan bahwa kami dapat menyetujui
Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Aceh Besar dari Wila-
yah Kodya'Dati II Banda Aceh kepamk:.man Janthoi di Kecamat
an Seulimeum Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Besar.

. Hal-hal yang mempengaruhi/memperkuat persetujuan Rancangan

Peraturan Pemerintah tersebut dilandasi oleh aspek-aspek -

sebagai berikut :

a. Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum merupakan ''growth
centre' dan dominan terhadap daerah sekitamya bagi pemba
ngunamn.

b. Adanya jaringan komumnikasi yang baik antar daerah sekitar
nya yang bersifat ekonomis dan sosial.

c. Potensi geografis dan demografis memberikan harapan kearah
pengembangan yang lebih positif serta perkembangan-perkem-
bangan terhadap tatanan sosial maupun fungsionil pembinaan
pemerintahan dan Hankam. '

d. Dukungan hinterland yang kuat dapat diarahkan kepada penyu
sunan serta pengembangan sistim logistik wilayah.

. Berdasarkan atas aspek-aspek tersebut diatas, maka Pemukiman

Janthoi di Kecamatan Seulimeum cukup mantap dan layak sebagai
Ibu Kota Kabupaten Dati II Aceh Besar.

Demikian untuk menjadikan periksa.
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Nomor : B—5ﬁézy/SET/KESRA/XI/19?8. Jakarta,ﬁéu? NopeTber 1978
Sifat
Lampiran:

Perihal : Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Pemerintah Tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten KEPADA YTH.:
Daerah Tingkat II Aceh Besar.

------------------------------ Bapak Menteri Dalam Negerij
UP. Saudara Dirjen. PUOD

selaku
Sekretaris Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah

di JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor : Bkt. 2/5/42
tertanggal 4 Oktober 1978 mengenai pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat IT Aceh Besar, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan petun-
Juk Bapak MENKO KESRA, pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan
Pemerintah tersebut.

Hal ini terutama didasarkan atas pertimbangan untuk lebih memeratakan
perkembangan dan kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Aceh Besar, di samping sesuai pula dengan usaha peningkatan
peranan Ibukota Kabupaten sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial,
ekonomi dan pembangunan.

Namun demikian, kiranya terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah ter-
sebut disarankan untuk lebih ditertibkan antara lain dalam hal-hal sebagai
berikut :

1. Konsiderans mengingat angka 2, hendaknya ditulis : "Undang-undang
Nomor 7/Drt Tahun 1956", karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1961, Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tersebut telah
ditetapkan menjadi Undang-undang.

2. Pada konsiderans mengingat angka 3, nomor Lembaran Negaranya bukannya
37, melainkan 38.

3. Agar penyusunan ......

o
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!
3. Agar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini disesuaikan dengan

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

-

Demikian atas perkenan perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri diucapkan
terima kasih.

STAF MENTERI KOORDINATOR

Tembusan :

1. Yth.: Bapak MENKO KESRA, sebagai laporan.
2. Arsiop.=
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B AP RE N RS
EAE AN TTANAN SUROPAEL 2 JARKARTA
TELEPON | M0 42905,
: 15 Januari 79
Ao ©88/D.IV/1/1979 HHEARLN ' =
I AMIIRAN - '
CNITITRY| 1. Perluasun Wilayah Kotamadya Duerah Kepada i
Al rhz l ]_ UL e 3 \ -
Tingka I Awmbon dan Tobing Wi i, Ythe Sir. Noatort Dulew Mogapl
Vo Vominduhun lokuui Tbukola Kubuputon Joluku Kotua Dowun lorviwbarn -on
bDuooraeh "'ropckut 11 Circbon dun Aooh Otonomi Du. rub o
——— s
bovur, di
e >
3. Yendnghatun slatus Kotu Juyupuru, RS O AR
4+ Pembentukan 2 Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Dacrah Tingkat II Sabang, »~
SARTLRS Sehubungan dengan-surat Menteri Dalam Negeri kepade wenko/Xetua
P Visrt : ;
- /~f Lappenae selaku anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tangzal 24
) ‘el 19786 no. BKT.2/3/49, tanggal 25 Agustus 1978 no. BKT2/4/49, teaszel
&

- 5 Nopembar 1977 no.BKT.2/10/2, tanggal 4 Oktober 1978 no. BET.2/5/43,
P tanggal 23 Septumber 1978 no. BKT.2/5/29 dan tanggsl 8 Juli 1978 ro.
,f:)ﬁh Pem.31/1/39, berturut-turut mengenal perihal tersebut diatas, bersamz
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berilut i

1. Pugz prinsipnya Menko/Ketua Bappenas dapat menyetujui usul dan rateri

yeng tercantum dalam mesing—wasing surat tersebut.,

Ze Dewiklen juga depat menyetujul materi dalam Rancengan Peraturwn Feme-
rintuh Republik Indonesia tentang perluasan Wileyah Kotawcdyz Dacreh
Tingkat II Awbon, Perluasan Wilayeh Kotamadys Daerah Tingket (I Te-

bing Tinggi, Peningkatun status Kota Jayapura den Pembentuiz.. Yecc..ti—

un Suxakarya dan Sukajeya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabenz,

[524

3+ Tenteng Rancangan Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia men ‘cuci

fowindalian lokusi Ibukota Kabupaten Deerah Tingkat II Cirebon dz: sec
seser, henko Eknin/Ketua Bappenas ingin mengusulkan tambahan naess) un-
tuk menjeleasken bebwae biaya yung diperlukan dalem pelalisaznaan Dewindal-
o 1loiesl [bukota Kebupaten Cirebon dan Banda 4ceh adalah betan wegln =

rasing Peworinutah Lacrah.

Demikien kemi sampaikan dan harap maklum hendgzknya .-

. o - g%g Deputy Bidang P rgendalian Pelalsancag/
craa T 7

Lekrete

is’ ko ziuin, 4
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FELEPON © 82901 $2958,
] " 15 Januari 79
No : ba/n .19/1/1979 JAKARLA, . : :
I AMPIR AN -
N TITRY| l. Perluaiun Wilayah Kotamadya Daerah Kepata i
pde s e i
Tingkat I1 Awbon dan Tebing Pii.gi, Yth. Sdr. lenteri Dalam Hagsri
2. Pemindzhan lokasi Ibukota Kabupaten Selaku Ketua Dewan Pertimbangan
Daerah Tingkat II Cirebon dan Aceh Otonomi Dacrah
Besar, di *
o S Jakarta.is
3+ Yeningkatan status Xota Jayapura,
4. Pembentukan 2 Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sebang., »
S~
bers Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada ..enko/Ketua
m Viurt

Bappenas selaku anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tanggal 24
Mei 1978 no. BKT.2/3/49, tanggal 25 Agustus 1978 no. BKT2/4/49, tanggal
/ﬁb ~= > Nopewbsr 1977 no.BKT.2/10/2, tenggal 4 Oktober 1978 no. BKT.2/5/43,
v tanggal 23 September 1978 no. BKT.2/5/29 dan tanggal 8 Juli 1978 no.
fjhg7h" Pema31/1/39, berturut-turut mengenal perihal tersebut diatas, bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berilut

1. Pada prinsipnya Menko/Ketua Bappenas dapat menyetujui usul dan cateri

yeng tercantum dalam masing-masing surat tersebut.

2. Demikian juga dapat menyetujul materi dalam Rancengan Peraturan Peme—

rintah Republik Indonesia tentang perluasan Wilayah Kotauadya Dzeran

Tingkat II Ambon, Perluasan Wilayah Kotamadya Dzerah Tingkat 1I Te-—
bing Tinggi, Peningkatan status Kota Jayapura dan Pembentulz. Kecapet—
an Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang

3. Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menzenai
Pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan ic.

Beser, Menko EBruin/Ketua Bappenas ingin men sulkan tambahan h_“l un—-
{53

Tuk mﬂngelgskan baliva blaya yang dlperlukan dalam pela“saqagn newindah

en loxuzsi Ibukota Kabupaten Clrebon dan Banda Aceh ;daluA besﬁw nesin

.&u_

nasznh Pemerintah Laerzh.

Demikien kemi sampaikan dan hersp maklum hendaknya .~

e%g Deputy Bidang P rgendalian Pelaksanzan/

N/ -’!a}'\ki%ul'-, [ J
\ {
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JAKARTA, 12  Pebruari 1979.-

5- 117 /MK.011/1979.- - '
KEPADA

. Pemindahan Ibukota Kabupaten YTH. SAUDARA MENTERI DALAM NEGERL

Daerah Tingkat II Aceh Besar,- SELAKU KETUA DEVEN PERTIMBANGAN

OTONOMI ~DAERAH

DL - e
% 2 JAKARTA, -

-

] \
b -a

Berkenaan dengan surat Saudara No. 2/5/45 tanggal 4 Oktober 1978 perihal
tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui pam.nda.han Tbukota Kabupaten Daerah Ting
kat II Aceh Besar tersebut, sepanjang dikemudian hari tidak terlampau membe -
bani APBN,

2. Atas RPP tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Aceh Besar, kami usul-
kan penambahan dan perubahan Pasal sebagai berikut :

2.1. Pasal 3 diusulkan dirubah shb,:

Pasal 3
(1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Besar yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) se
panjang merupakan urusan otonami daerah dibebankan pada Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah Tingkat I/IT yang bersangkutan.

(2) Hal-hal yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut secara bersama
oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan,

/ }7 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

2.2, Pasal 3 lama menjadi Pasal 4 baru dan diusulkan dirubah menjadi :

Pasal 4
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

o
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2,3, Isi Pasal 4 tetap, tetapi dijadikan Pasal 5 baru.

Demikian kami sampaikan dan harap maklum hendaknya.

Tembusan Yth.,:

Sdr. Menteri HANKAM/PANGAB,
8dr, Menteri Sekretaris Negara.
s/d 5 selaku Anggota Dewan
Pertimbangan Otanami Daerah.
. Sdr. Direktur Jendral Anggaran.
Sdr. Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri,
Sdr, Direktur IKN,




MENTERI NEGARA
PENERTIBAN APARATUR NEGARA

Nomor ; /Q?I/umpmnﬁg

Jakarta, 27, guli 1979.

!

Lampiran ; (satu) berkas Kepada Yth ; !
Perihal : RPP tentang Pemindahan )
Kabupaten Daerah Ting- Saudara Menteri Dalam Negeri

kat Il Aceh Besar dari

Banda Aceh ke Janthoi. Gd (5

JAKARTA .-

Menunjuk surat Saudara No. Bkt. 2/5/46 tanggal 4
Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat di
atas, bersama ini diberitahukan bahwa rencana pemindahan
tersebut secara prinsip dapat disetujui.

Bersama ini disampaikan kembali rancangan Peratur
an Pemerintah diatas dengan beberapa perbaikan disana-sini
untuk dapat diproses lebih lanjut.

Mengenai pelaksanaan pemindahan tersebut kiranya
perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh
yang berhubungan dengan masalah tempat tinggal, tempat ker
Ja dan luas tanah agar digunakan standardisasi yang dite -
tapkan dalam Keputusan Bersama BAPPENAS dan Departemen Ke-
uangan bagi gedung kantor Pemerintah dan rumah-rumah dinas,

Demikian agar menjadi maklum hendaknya.

MENTERI NEGARA

J.B. SUMARLIN -



MENTERI NEGARA

PENERT‘BAN APARATUR NEGARA Jakarta » 27  Juli 1979.

Nomor : b2£26§;7I/MENPAN/7/79
. 1/ (s

Lampiran atu) berkas Kepada Yth
Perihal : RPP tentang Pemindahan
Kabupaten Daerah Ting- Saudara Menteri Dalam Negeri

kat II Aceh Besar dari di -
Banda Aceh ke Janthoi.

JAKARTA.-

Menunjuk surat Saudara No. Bkt. 2/5/46 tanggal 4
Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat di
atas, bersama ini diberitahukan bahwa rencana pemindahan
tersebut secara prinsip dapat disetujui.

Bersama ini disampaikan kembali rancangan Peratur
an Pemerintah diatas dengan beberapa perbaikan disana-sini
untuk dapat diproses lebih lanjut.

Mengenai pelaksanaan pemindahan tersebut kiranya
perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh
yang berhubungan dengan masalah tempat tinggal, tempat ker
Ja dan luas tanah agar digunakan standardisasi yang dite -
tapkan dalam Keputusan Bersama BAPPENAS dan Departemen Ke-
uangan bagi gedung kantor Pemerintah dan rumah-rumah dinas.

Demikian agar menjadi maklum hendaknya.

MENTERI NEGARA

- PENERTIBAN APARATUR NEGARA
_J'\",;»‘f \
O cyg./- J.B. SUMARLIN -
iﬂﬁ-"\y‘\/
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SEXKRETARIAT NEGARA R.L
SEXRETARIAT KABINET

Dari

Perihal

MEMORANDUM
No. M/Hkm/II/280/1979.
™ 6 Oktober 1979.

Yth. Bapak SEKRETARIS KABINET

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Nas kah Raacangan’ Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Da-
erah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seu-
limeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Sehubungan dengan surat Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor Bkt.2/4/

27 tanggal 6 September 1979 kepada Bapak Presiden, be rsama ini kami me-
laporkan heberapa hal sebagai berikut :

I.

Prakarsa.

Bapak Meateri Dalam Negeri dengan surat Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6
Se ptember 1979 kepada Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Per-
aturan Pemer intah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat
II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Ssulimeum Wilayah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Aceh Besar.

Urgensi pengaturannya.

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pe mevrintahan serta pembangunan di Daerah, maka kedudukan Pusat
Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang per-
lu untuk dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh ke Kota Janthoi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Aceh Besar,

2. Pemilihan Kota Janthoi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan se -
bagai berikut :

a, Janth oi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembina-
an wilayah karena letaknya berada di tengah-tenzah Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

b. Jarak L



III.

b. Jarak dari Banda Aceh + 52 (lima puluh dua) Km yaitu jarak yang
cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan.  baru.

¢. Mempunyai daerah belakang yang cukup potensiil, yang me rupak an
sebagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa
Aceh,

d. Jaraknya denzan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupa-
kan pelabuhan ekspor bagi seluruh Wilayah Daerah Istimewa Aceh.

Dasar nukum.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah menetapkan : Perubahan batas yang tidak mengaki-
batkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubah-
an nama dan pe mindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Peme-
rintah.

Pertimbangan dan saran Para Menteri Anggota Dewan Per timbangan Oto-
nomi Daerah :

1. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Berse njata dengan su-
rat Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat me-
nyetujui Rancangan Peraturan Peme rintah tersebut.

Persetujuan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimba gan sebagai ber-
ikut :

a. Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum merupakan '"growth cen-
tre'" dan d ominan terhadap daerah sekitarnya bagi pembangunan ;

b. Adanya jaringan komunikasi yang baik antara daerah sekitarnya yang
be rsifat ekonomis dan sosial ;

c. Polensi geogr afis dan demografis memberikan harapan kearah pe-
ngembangan yang lebih positif serta pe rkembangan-perkembangan ter-
hadap tatanan sosial maupun fungsional pembinaan pemerintahan dan
Hankam ;

d. Dukungan hinterland yang kuat dapat diarahkan kepada penyusunan ser-
ta pengemban gan sistim logistik wilayah.

2. Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/1979 tanggal 13
Pebruari 1979 pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan
Pemerintah tersebut dengan usul penambahan dan perubahan pasal se-
ba gai berikut :

a. Rumusan ...



a. Rumusan Pasal 3 diubah menjadi :

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang dimaksudkan dalam
Pasal 1 ayat (1) sepanjang me rupakan urusan otonomi daerah di-
be bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T ingkat
I/l yanz bersangkutan.

(2) Hal-hal yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentu-
an Pasal 2 diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang
membawahi instansi vertikal yang bersangkutan, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan.

b. Pagsal 3 lama menjadi Pasal 4 baru dan diubah menjadi :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pe merintah ini, di-
atur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Ne geri sesuai dengan peraturan
perund ang-undangan yang berlaku.

c. Isi Pasal 4 tetap, tetapi dijadikan Pasal 5 baru.

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan surat Nomor
B-448/Se t/KESRA/X1/1978 tanggal 28 Nopember 1978 pada prinsipnya
dapat meaye tujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dengan saran
sebaga i berikut :

a. Konsiderans mengingat angka 2 hendaknya ditulis Undang-undang Nomor
7 Drt Tahun 1956 ;

b. Pada konsiderans mengingat angka 3, Nomor Lembaran Negaranya
bukan 37 melainkan 38.

4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN /Ketua BAPPENAS dengan surat Nomor
88/D.IV/1/1979 tanggal 15 Januari 1979 pada prinsipnya me nyetujui Ran-
cangan Peraturan Pemerintah tersebut dengan usul tambahan pasal untuk
menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan
lokasi Ibukota tersebut adalah beban Pemerintah Daerah.

5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.76 7/
I/MEN PAN/7/79 tanggal 27 Juli 1979 menyetujui Rancangan Peraturan
Pemer intah tersebut, dengan usul agar pelaksanaan pemindahan tersebut
perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh yang berhu-
bungan dengan masalah tempat tinggal, tempat kerja dan luas tanah agar
digunakan standardisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama
BAPPENAS dan Departemen Keuangan bagi gedung Kantor Pemerintah
dan rumah-rumah dinas.

V. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut telah kami perbaiki di bidang
redaksi dan teknik perundang-undangan.

Rumusan ...



Rumusan Pasal 4 telah kami sempurnakan sesuai dengan saran Menteri Ke-

uangan ; dan hal ini telah disetujui oleh Pejabat dari Departemen Dalam
Negeri.

VI. Apabila tidak ada petunjuk lain dari Bapak, kami mohonkan agar Naskah

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan kepada Bapak
Menteri/Sekretaris Negara.

Demikianlah dan mohon petunjuk lebih lanjut.
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DEPARTEMEN DALAM NEGER)
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 September 1979.°

lomor : Bkt 2/4/27. Kepada
sifat Yth. Bapak Presiden R.I.
Lampiran ¢ 1(satu) berkas.

Perihal : Rancangan Peraturan di JAEKART A,
Pemerintah Tentang
Penindshan Ibukota
Kabupaten Daerah
Tingkat II Aceh Be-
Sa—’l’:‘l

lenanggapi surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh tanggal 22 Pebrueri 1978 nomor 460/1-93, maka ber
sama ini dengan hormat perkenankanlah kami melaporkan
kepada Bapak Presiden sebagai berikut :

1. Demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyeleng
garaan pemerintshan serta pembangunan di Daerah, ma-
ka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah
Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindah
kan dari dalam wilsysh Kotamadya Daerah Tingkat \II
sanda Aceh kelokasi yang lebih baik cdiwilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

2. Untuk maksud tersebut diatas, Pemerintah Daerah Ting
kat II Kabupaten Aceh Eesar telah mengadakan peneli
tian yang mendalam untuk mencari lokasi calon Ibuko-
ta Kabupaten diluar wilayeh Kotamedya Daerah Tingkat
II Banda Aceh dan telah mengadakan konsultasi serta
diskusi dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas dan
Departemen Pekerjaan Umum.

3, Adapun lokasi calon Ibukota Kabupaten yang dihasil -
kan oleh penelitian tersebut adalah Kemukiman Janthoi,
Kecamatan Seulimeumnm.

Pemilihan
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Pemilihan lokasi di Janthol tersebut didasarkan atas
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut @

a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pe
laksanaan pembinaan wilayah karena letaknya bera
da ditengash-tengah wilayah Kabupaten Daerah Ting
kat II Aceh Besar.

b. Jarak dari Banda Aceh adalah 52 km, yazitu jarak
yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengem -
bangan baru.

c., uempunyail daerah belakang yang cukup potensiil,
yang merupakan sebagian besar dari Sub Wilayah
Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh, yang melipu
ti Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Kabupa
ten Daerah Tingkat II Pidie, Kotamadya Banda Aceh,
Kotamadya Sabang dan sebagian wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat.

d. Cukup dekat dengan pelabuhan Krueng Raya yang me-
rupakan pelabuhan export bagi seluruh wilayah Dae
rah Istimewa Aceh, yaitu sekitar 50-70 km, yang
dapat ditempuh dalam wakbtu 1 - 1Y2 jam.

Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas, kami
telah menyampaikan laporan hasil penelitian beserta
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan I-
bukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar kepada
para llenteri Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Dae
rah, dan telah memberikan tanggapan bahwasanya tidak
berkeberatan atas vemindahan Ibukota Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Aceh Besar ke Janthoi.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas,
maka bersama ini dengan hormat kami sajikan Rancang-
an Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Ka
bupaten Daerah Tingkat II Aceh Begar.

Demikian untuk menjadikan periksa Bapak Presi-
den dan memohonkan keputusannya.

YENITERT DALAM NEGERI,




SEXRETARIAT NEGARA R.L
SEKRETARIAT KABINET

MEMORANDUM

No. M-128/8ngkab,/10/79

T © Lxteher 167G

Kepada : Yih, Bapak MENTERY/SEKRETARIS NEGARA
Dari :  Sekretaris Kabinet
Perihal :  Neskah Rancangan Peraturan Pemeriniah tentang Pemindahan Ibukota )

Kabupaten Daersh Tingkat Il Aceh BesarDari Wilaysh Kotamadya Daerah
Tingkat I Banda Aceh ke Komukiman Janthoi Di Kecamatan Seubimeum
Wilayah Kabupaten Dagrah Tingiat II Ageh Besar.

e B D A Y N B T D e e D S S o T e T e STy T TR

Borsama ini kami menyampaiken Naskeh Rencangan Peraturan Pemerin-
teh tentang perihal tevsebui dalam pokok memo, dengan penjelasan sebagal ber-
flaut

I, PRAKARSBA,

Bapak Menteri Dalam Negevi dengan suvat Nowoy Blkt.2/4/27 tanggal 6 Sep-
tember 1979 Lkopads Bapak Presiden menyampaiksn Rancangen Peraturan Pee
merintah tentang Pemindahen Ibukefa Ksbupaten Desrah Tingket I' Aceh Besar
Davri Wilayah Kotemadys Dasreh Tingkst X Bands “cch ke Kemukiman Jan -
thol Di Kecamafan Seulimoum Wilayah Knbupaten Dagrah Tinglat I 4ceh
Bogar.

I, URGENSI PENGATURANNYA.

1, Dalam ranghe. meningkethan eflsfonsi der efeltivitas penyelenggursan pe -
merintabhan sarta pembangunan di daerah, maks kedudukan Pusat Peme -
rintahen Kabupaten Daerah Tingkat Y1 Aceh Besar dipandang pe rlu untuk
dipindehlen dari dalam Wilaysh Kotamadye Dasrsh Tingiat II Banda Aceh
ke Kota Janthoi di wilayah Kabupaten Dagrah Tingimt I Aceh Besar,

2. Pemilihan Kota Janthoi didasavien atas pertimbangan-per timbangan seba-
gad berikut 3
2. Junthai merapakan lolasl yang strategls dalam pelalsanacn pembinaan
wilayah , karena lotaknye berads di tengeh-tengsh Wilayeh Kabupaten
Doerah Tingkat II Aceh Besar.
b. Jarak darl Banda Aceh # 62 (ima puluh dua) Km, yeltu jarak yeng
cukup ideal untuk pambangunsy pusat penge mbangan baru, °

o Mempunyai se0



c. Mempunyai daerah belakang yang culup potensiil, ysng merupakan se-
bagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Doerah Istimewa Aceh.

d. Jaraknya dengan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupakan
pe labuhan export bagl selurub wilayah Dasrah Istimewa Aceh.

II. DASAR HUKUM.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor § Tashun 197¢ tentang Pokok- polkok
Pemorintohan di Daerah menstapkan : Perubahan batas yang tidak meng-
anémmmdmmh, perubshon fama dserah serts perubaban

2 ditetapkan dengan Peraturan Pemer intah.

IV. PERTIMBANGAN DAN SARAN PARA MENTERI ANGGOTA DEWAN PER-
TIMBANGAN O TONOMI DAERAH,

l.

2.

3.

4.

3.

Menteri Pertshanan -Keamanan/Paaglims Anghkatan Borsenjaia deangan surat
Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat menyetujui
Rancangan Peraturan Pemerintsh tersobut.

Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/19%0 tanggal 18 Pe-
bruari 1979 dapai menyetujui Rancangan Peraturan Pemeriniah tersabut.

Menteri Koordinator Bidang Kescjahisraan Rakyat dengan surat Nomor
B-448/80t/KE SR A/X1/1978 tanggnl 28 Nopomber 1978 dapat menystujui
Rancangan Peraturan Pemerintsh tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketun Badan
Perencanaan Pembangnnan Nasional dengsn surat Nomor 88/D.IV/1/1979
tanggal 15 Janoeri 1970 dapat menyctujul Rancangan Peraturan Pemer intah
texsebut.

Mentori Negara Peneriiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.767/

1/Meonpan/7/79 tanggal 27 Jull 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan
Pemerintah tersebu t.

V. Apubila tidak ada petunjuk Iain dari Bapak Menteri kami mohon agar Naskeh
Rancangan Peraturan Pemorintsh tersebut dapat disjukan kepada Bapak Pre-
siden guna penetapannya.

Demikianlah dan mohon petunjuk Bapak lebih lanjut.




SEKRETARIAT NEGARA R.L
SEXRETARIAT KABINET

MEMORANDUM
No. M=128/Seskab/10/79

T8 9 Oktober 1979

Kepada :  Yth. Bapak MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
Dari :  Sekretaris Kabinet
Perthal : Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seulimeum
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Bersama ini kami menyampaikan Naskah Rancangan Peraturan Pemerin-
tah tentang perihal tersebut dalam pokok memo, dengan penjelasan sebagai ber-
ikut :

I. PRAKARSA.
Bapak Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6 Sep-
tember 1979 kepada Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Pe-
merintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar
Dari Wilayah Kotamadya Daerah T ingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Jan -
thoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Besar.

II. URGENSI PENGATURANNYA.

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pe -
merintahan serta pembangunan di daerah, maka kedudukan Pusat Peme -
rintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Be sar dipandang pe rlu untuk
dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Acech
ke Kota Jaathoi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

2. Pemilihan Kota Janthoi didasarkan atas periimbangan-per timbangan seba-
gai berikut :

a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembinaan
wilayah, karena letakaya berada di tengah-tengah Wilayah Kabupaten
Dac rah Tingkat II Aceh Besar.

L)
b. Jarak dari Banda Aceh # 52 (lima puluh dua) Km, yaitu jarak yang
cukup ideal untuk pembangunan pusat penge mbangan baru.

c. Mempunyai ...



c. Mempun yai daerah belakang yang cukup potensiil, yang merupakan se-
bagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh.

d. Jaraknya dengan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupakan
pe labuhan export bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh.

IIl. DASAR_HUKUM.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 teatang Pokok- pokok
Pemerintahan di Daerah menetapkan : Perubahan batas yang tidak meng-
akibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah serta perubahan
nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemer intah.

IV. PERTIMBANGAN DAN SARAN PARA MENTERI ANGGOTA DEWAN PER-
TIMBANGAN O TONOMI DAERAH,

1. Meateri Pertahanan -Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan surat
Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat me nyetujui
Rancangan Peraturan Pemerintah terse but.

2. Meateri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/1979 tanggal 13 Pe-
bruari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah fersebut.

3. Meateri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan surat Nomor
B-448/Set/KE SR A/XI/1978 tanggal 28 Nopember 1978 dapat menyetujui
Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.

4, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan
Perencanaan Pe mbangunan Nasional dengan surat Nomor 88/D.IV/1/1979
tanggal 15 Januari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemer intah
terse but,

5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.767/
I/Menpan/7/79 tanggal 27 Juli 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan
Pemerintah tersebut.

V. Apabila tidak ada petunjuk lain dari Bapak Menteri kami mohon agar Naskah
Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan kepada Bapak Pre-
siden guna penetapannya.

Demikianlah dan mohon petunjuk Bapak lebih lanjut.

Ismail Saleh, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1979
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH §
KE KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas pe=
nyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Dae-
rah maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk di-
pindahkan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Banda Aceh ke lokasi yang lebih tepat dan le-

bih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Besar ;

b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Kemukiman
Janthoi di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Daerah Ting=
kat II Aceh Besar dipandang memenuhi syarat sebagai
wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Be-
sar ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2, Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pem-
bentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 58) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pakok-po -
kok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3Q37);

MEMUTUSKAN ;



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Comy g s

MEMUTUS KAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR DARI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH KE KEMUKIMAN JANTHOI DI
KECAMATAN SEULIMEUM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
ACEH BESAR.

(1)

(2]

Pasal 1

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar di-
pindahkan tempat kedudukannya dari Wilayah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Data Gumpueng,
Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang selanjutnya
disebut Kota Janthoi,

Kota Janthoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai batas-batas sebagai tergambar dalam Peta
skala 1 : 10.000 terlampir yang diperbesar dari pes=
ta aslinya berupa Peta Topografi Wilayah Seulimeum,
Sheet VIII A, skala 1 : 50.000, dan yang batas-ba-
tasnya ditandai oleh titiketitik dengan memakai ko-
ordinat geografis sebagai berikut :

- Titik A, terletak pada koordinat, 5°18t23" Lin-
tang Utara dan 95°34142" Bujur Timur,

- Titik B, terletak pada koordinat, 5°18'40" Lin-
tang Utara dan 95°35147" Bujur Timur,

- Titik C, terletak pada koordinat, 5°18'21'" Lin-
tang Utara dan 95%35t 52" Bujur Timur,

= Titik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4_3'-,.

« Titik D, terletak pada koordinat, 5°17'49" Lin-
tang Utara dan 95°36126" Bujur Timur.

- Titik E, terletak pada koordinat, 5°17t116" Lin-
~ tang Utara dan 95936t 34" Bujur Timur.

-« Titik F, terletak pada koordinat, 5°16'42" Lin-
tang Utara dan 95°36'48" Bujur Timur.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar
berkedudukan di Kota JANTHOI.

(2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat
Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar disesuaikan
dengan tempat kedudukan Pemerintahan Daerah Tingkat
II Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pasal 3

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada ang-
garan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan pexr-
undang-undangan yang berlaku.

(2) Hal«hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pe-
laksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa=
sal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi'
Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh
Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang ber-
sangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal R



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1979,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1979,

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 52



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat-
annya dalam Lembaran Negara Bepublik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1979.

Diundangkan di Jakarta PRESIDEN _
pada tanggal 11 Oktober 1979. /7

TYK INDONESIA,

i

SOEHARTO

— " SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN 1979 NQMOR 52
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REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1979
TENTANG T
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
KE KEMUKIMAN. JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

I. UMDM

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Da-
lam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebutkan
dalam Pasal 1, nomor 1, bahwa daerah Aceh Besar, menjadi
Kabupaten Aceh Besar dan Pasal 2 menyebutkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kutaraja.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, Nomor DES. 52/1/43-
43, ditetapkan bahwa nama Kutaraja, Ibukota Daerah Isti-
mewa Aceh, diubah menjadi Banda Aceh.

2. Fungsi dari Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah tempat mew=

lakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial-ekonomi

dan pembangunan. Fungsi-fungsi ini makin lama makin melu-

as dan meningkat. '
Ibukota Kabupaten Aceh Besar hingga sekarang masih berlo-
kasi di wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh yang sekaligus
pula Banda Aceh berfungsi sebagai Ibukota Propinsi Daerah
Istimewa Aceh. Hal ini kurang efisien, baik untuk masa ki-
ni maupun untuk masa yang akan datang.

3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Besar maka Ibukota Daerah tersebut
perlu dipindahkan.
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
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Berkenaan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dila-
kukan baik oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT.
Markam Jaya maupun pembinaan dari Pemerintah Pusat, ma-
ka ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa
yang dianggap memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi
yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Seulimeum Kahupaten
Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh. Be-
sar dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Januari 1978 Now«
mor 1/Kpts/DPRD/1978 telah mengusulkan agar Ibukota Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipindahkan dari Wi=
layah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman
Janthoi di Kecamatan Seulimeum, usul tersebut telah men-
dapat tanggapan positif baik dari Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Aceh Besar maupun Gubernur Kepala Daerah Isti-
mewa Aceh.

Sesual dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah yang menentukan antara lain bahwa pemindahan Ibuw
kota suatu Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, ma-
ka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum diatur de-
ngan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal i

1

Cukup jelas.

Pasal 2 : ...
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Pasal A

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ter=
sebut sepanjang merupakan urusan Otonomi Daerah di-
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBABAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .3152



DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA No. 7-8 — JAKARTA

Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

Jakarta, 24 Desember 1979,

Kepada

. Bkt. 2/6/26. vth.Sdr. Kepala Biro Analisa

dan Perundang-undangan
Sekretariat Negara .

Lampiren Peta pada di JAKXKARTA,

P.P. No,35 Tahun 1979.

Bertalian dengan telah ditetapkannya Peraturan Pe-

merintah No.35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukots Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Banda Aceh ke
Kemukiman Janthoi, make kami mintakaen perhatian Saudara

khususnye mengenai Peta yang dilampirkan pada P.P. dimek

sud sebagai berikut :

1e

3o

Pada pasal 1 ayat (2) tertulis "Kota Janthoi sebagai-
mena dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas se
bagai tergambar dalam Peta skala 1:10,000 terleampir"
ASD ceecessee USD seseesss Dalam pada itu kami telazh
menerima P.P., tersebut beserta lampiran foto copy pe-

ta yang telah diperkecil + 70 % dari peta asli yang
kami sampaikan kepada Saudara.

Bertalian dengan itu kami mengharapkan perhatian Sau-
dara agar supaya didalam penggandaannys, sebaiknya te
tep dipenuhi seperti peta aslinya, sebab bilamana sam
pai terjadi pengecilan peta berarti harus diikutl de-
ngan perubahan skalanya dan perubzhen pada hal.2 pa -
sal 1 ayat (2).P.P. tersebut,

Disamping itu dengan terjadinya perubszhan skala peta
dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran atau
pengertian, khususnya dari Pemerinteh Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Aceh Besar maupun Pemerintah Daerah Is
timewa Aceh dalam kaitannya dengan luas wilayah yang
aken diukur dilapangen berdasarkaen skala peta terse -
but,

! Demikian ceecoe




Demikian untuk menjadiken maklum dan atas perhatian
Saudara kami ucapkan terima kasih,

A.n., MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDRAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
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